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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 228/PMK.04/2015
TENTANG

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor
untuk dipakai telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

bahwa untuk menyempurnakan sistem pembayaran bea
masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor,
mempercepat penyampaian pemberitahuan impor
barang, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
pengeluaran barang impor untuk dipakai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (9) dan
Pasal 10B ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pabean, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006.

2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat
lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
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tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang
selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban
pabean untuk dan atas nama importir.

Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian
informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk
kegunaan khusus vyang diterima, direkam, dikirim,
disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi
secara elektronik dengan menggunakan komputer atau
perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara
lain yang sejenis.

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat
PDE adalah alur informasi bisnis antar aplikasi dan
organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan
menggunakan standar yang disepakati bersama,
termasuk komunikasi atau penyampaian informasi
melalui media berbasis laman internet (web-based).
Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen
yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan
pabean, misalnya invoice, packing list, bill of
lading/Zairway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang
dipersyaratkan.

Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat
PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran
barang impor yang diimpor untuk dipakai.

Media Penyimpan Data Elektronik adalah disket atau
Media Penyimpan Data Elektronik lainnya.

Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau
tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan
Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu

pemuatan atau pengeluarannya.
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Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS
adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang
disamakan dengan itu yang berada di luar Kawasan
Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu
pemuatan atau pengeluarannya.

Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer
yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka
pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat
dalam pergerakan barang secara internasional dalam
fungsi rantai pasokan global.

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic
Operator) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator
Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan

perlakuan kepabeanan tertentu.

BAB 11
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DAN
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

Pasal 2
Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau
Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS
dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan
dengan PIB.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. barang pindahan;
b. barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana
pengangkut, dan pelintas batas;
barang kiriman;
d. barang yang mendapatkan pelayanan segera (rush
handling); atau
e. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal, seperti bantuan bencana alam dalam

kondisi tanggap darurat.
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PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh
importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean
dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau
pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.

Dalam hal pengurusan PIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dilakukan sendiri, importir dapat
menguasakannya kepada PPJK.

Ketentuan mengenai pengeluaran barang impor yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur

dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3
PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
disampaikan oleh importir ke Kantor Pabean.
Penyampaian PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan:
a. untuk setiap pengimporan; atau
b. secara berkala.
Penyampaian PIB secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dilakukan atas Impor barang
berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas, yang
pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau
saluran pipa.
PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan dalam bentuk Data Elektronik atau tulisan
di atas formulir.
PIB dalam bentuk Data Elektronik disampaikan melalui
sistem PDE kepabeanan atau menggunakan Media
Penyimpan Data Elektronik.
Penyampaian PIB dalam bentuk Data Elektronik melalui
sistem PDE kepabeanan dilakukan dalam hal Kantor
Pabean telah menerapkan sistem PDE kepabeanan.
Dalam hal Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) telah terhubung dengan sistem Indonesia
National Single Window (INSW), PIB disampaikan melalui
Portal Indonesia National Single Window (INSW).
Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Kantor

Pabean yang menerapkan sistem PDE kepabeanan.


http://www.peraturan.go.id

